WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di
daerah guna mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan
program kerja tahunan melalui Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025;

bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas pada tahun berjalan, perlu adanya perubahan
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

10.

11.

Daerah adalah Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai
dengan tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
dalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Perubahan RKPD adalah penyesuaian RKPD yang dilakukan karena
adanya evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan/sub kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan, program atau sasaran,
dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak
(impact).

Kebijjakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal



anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
dan kegiatan/ sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:
a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan KUPA serta Perubahan PPAS.

BAB 11
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BabI : pendahuluan;

Bab II : evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan I;

Bab III : kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;

Bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

BabV : Rencana Kerja dan pendanaan Daerah; dan

. Bab VI : Penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sistematika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4
(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 bertujuan
untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan Daerah;
b. konsistensi antara RKPD dengan RPD; dan
c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator
kinerja yang telah ditetapkan.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perencanaan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.
Ditetapkan di Kota Salatiga

pada tanggal 26 juni 2025

WALIL KOTA SALATIGA,

Diundangkan di Kota
Salatiga
pada tanggal 26 juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA QALATIGA,




